
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH
I

NOMOR: 14 TAHUN 1989 SERI D NO: 8

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 1988

TENTANG

TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAI1

Menimbang : a. bahwa berhubung tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan se
bagai pimpinan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelu
rahan baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun 
kemasyarakatan mempunyai hubungan langsung dengan ma
syarakat, maka untuk memelihara dan menjaga kewibawaan 
seria tertib pemerintahan dipandang perlu menetapkan ke
seragaman Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH 11NGKAT I 

JAWATENGAH 
\ 

NOMOR: 14 TAHUN 1989 SUI D N0:8 

PERA11JRAN DADAH PROPINSI DADAH 'DNGKAT I 
JAWATENGAH 

NOMOR 17 TAHUN 1988 

TENTANG 

TANDA. JABATAN KEPAIA DESA/KEPALA IELUIAIIAN 

DENOAN RAHMAT TIJIIAN YANO MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAER.AH 11NOKAT I JAWA TENGAII 

Menhaltaa& : a. bahwa berhubung tugus Kepula Desa/Kepula Kelurahan sc
bqai pimpinan pemerinlahan Desa/pemerintthan Kau
r.than bait di bidan& pemerinaahan, pemban&unan maupun. 
kemasyanlka1an·mempunyai hubuna,mlarcsutW de,wan ma. 
syar.akat. mab un1uk. memelihara dan merjap kewibawaan 
~na tenit, pc.."fflerin1ahun dipunda111 perlu mencaapkan ke
set'4an1an Tanda Jabot.an kepala Desa/Kepa,a Kelurahan; 

129 



2

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka ber
dasarkan fttsal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 1983 dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut 
di alam Peraturan Daerah.

Mengingat. 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentuk
an Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undapg Nomor 5 Tahun 1979 tentang Peme rintahan 
Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1949 tentang Per
aturan Pemakaian Pakaian Dinas dan Tanda Pangkat Bagi 
Pegawai Pamong Praja Negara Republik Indonesia;

5. 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten
tang Bentuk Peraturan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1981 ten
tang Susunan Organisasi dan Tala Kerja Pemerintah Desa 
dan Perangkat Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 ten
tang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala' 
Kelurahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 
tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah.
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b. bahwa sehubmpn dengan hal-hal 1enebu1 diaaas maka ber
dasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 3 
Tahun 1983 dilllndaiw pedu menetapkan perab.11an lersebut 
di alam Penuuran Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang Pok.ok-pokok 

Pemerintah di Daerah ; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 19SO tentang Pembcnluk
an Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang-uooaN Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa; 

4. Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1949 lcntang Per
atumn Pemakaian P..ikaian L>inas dan Tanda Pangkat Bagi 
Pegawai P·.imong Pr.ija Negara Republilt Indonesia ; 

5. · Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
I 972 tentang jen5-jenis P..tltaian Sipil ; 

6. Per.tturan Menteri D.tlam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten
tang Bentuk Peraturan Daer.th ; 

7. Pemturan Menteri DJ.lam Ncgeri Nomor I Tahun 1981 ten
tang Susunan ()rga,t&si dan Tata Kerja Pemerintah Oesa 
dan Pem~kat Desa ; 

8. Pemturan Menteri DJ.lam Ncgeri Nomor 3 Tahun 1983 ten
tartt Pakaian Dinas dan Tanda Jabalan Kepala Desa/Kepalr 
Kelurahan; 

9. Keputusan Menteri D.tlam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 
tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organmi dan Tala 
Kerja Pemerintah Kelurahan 

Dengan persetujuan Dewan Perwaltilan Raky,u D.terah Propinsi Daerah 
Tingltat I Jawa T engah. 
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH TENTANG TANDA JABATAN KEPALA 
DESA/KEPALA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 
ditempati oleh sgumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di- 
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah 
terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggaraka rumah tang
ganya sendiri dalam Ikaian Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

b. Kelurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah 
yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi peme
rintahan terendah langsung di bawah Camat» yang tidak berhak menyeleng
garakan rumah tangganya sendiri;

c. Tanda Jabatan adalah tanda pengenal yang menunjukkan kedudukan dalam 
suatu jabatan tertentu ’

Pasal 2

Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari hari dan ke
perluan-keperluan dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan mengenakan 
Tanda Jabatan menurut Peraturan Daerah ini kecuali dalam hal tertentu

BAB U

TANDA JABATAN

Pasal 3

(1) Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dibuat dari bahan logam ber-. 
bentuk bulat bergerigi cahaya matahari berwarna perunggu dengan lambang 
"GARUDA PANCASILA" berwarna kuning emas di tengah butetan warna 
perak
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MEMUTUSK,\N: 

PERAWRAN DAERAH PROPINSI DAERAH llNG~T I 
JAWA lENGAH lEN'TANG TANDA JABATAN KEPALA 
Da.vKEPALAJCELVRAHAN. 

BAB I 

DTEN'l1J,\N UMUtt 

Pa.II 

Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derwan : 

a. Desa adalah sualu wilayah di Propinsi Daerah Tangkat I Jawa Tengah yarw 
ditempati oleh squmlah penduduk sebagai kcsatuan masyarakat terrnasuk di
dalamnya kcsatuan masymbt hukwn )'811' mempunyai orpnisai panc:rintah 
terendah langsu" di bawah Omat dan berhak menyelena,araka rumah tarw
ganya sendiri dalam ltaian Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 

b. Kdurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tenph 
Yll1l ditempati oleh sejumlah penduduk ya,w mempun)'li orpusasi pernc
riruhan terendah lqstq di bawah Camat. Y81W tidat bahak menyelq
pruan rumah tangganya sendiri; 

c. 'fanda Jabalan adalah tanda pengenal yang menunjutkan kedudutan dalam 
suatu jabalan teneniu. • 

Paal2. 

KepaJa Desa/Kepala kclurahan pada waktu bekerja sclwi hari dan ke
perluan-kcperluan dirm lainnya ~ benifat umum di~bbn me,wenatan 
Tanda Jabatan meoorut Pcraturan Oaerah ini keallli dalarn hal tenmtu. 

BABU 
TANI>,\ JABATAN 

.PasalJ 

(I) Tandi Jabatan ~la Desa/Kepala Kdunthan dil,ud dari ~ Jopm ber•. 
bentuk bl.Mt beflcrigi cahaya matahari belWlffll PfflllllU deiwan llmblna 
•oARUDA P~LA• befWIU1II tWJita ams di ,-.,.,. bulltan Wlffll 
pem. . 

131 



4

(2) Bentuk dan ukuran tanda jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimaksud 
ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Tanda Jabatan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dipakai pada pa
kaian dinas di dada sebelah kanan.

BAB UI

KETENTUAN PENUHJP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang 
mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Dengan berlakunya1 Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
mengatur mengenai Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang ber
tentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 
berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengun
dangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

dewan perwakilan rakyat daerah gubernur kepala daerah tingkat i
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA

ttd «d

ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL
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(2) Bentuk dan ukuan 181\da jabalan Kepala Desa/Kcpala Kdurahan dimabud 
ayat ( l) P..asal ini adalah sebagaimana tcrlampir yarc merupakan bqian tidak 
terpisahkan dari Peraruran Daerah ini 

Plsal 4 

Tanda Jabatan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dipakai pada pa
kaian dinas di dada sebelah kanan. 

BAB W 

K.ETENflJAN PENl/1\JP 

Ptsal s 
Hal-hal yarw belwn diatur dalam Peraturan Dacrah ini abn di&etapkan 

lebih lanjut oleh Oubemur Kepala Oaerah Tlf18kal I Jawa Tenph sepa,jatw 
mengenai pelaksanaannya. 

Pasal 6 

Dengan bcrlakuny-,1 • Peraturan Daer.di ini, maka semua ketentuan ya,w 
menga1ur m:ngenai Tanda Jabalan Kepala Desa/Kcpala Kdurahan yq ber
lentangan dan alau tida sesuai de~ Peraturan Daerah ini dinyalakan lidak 
~rtaku lagi. 

Pasal7 

Per.ttw"oln Daer.m ini mulai berlaku pada 1araal diWldarwkan. 

Apr supay11 setiap orang dapat me,_etahuinya memerinlahbn i,a.un
da~n Pera&uran Daerah in~ derwan pcnempalaM)'a dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tenph. · 

Semarang. 30 >custm 1988 

DEWA."'l PERWAKILAN RM-VAT OAEIWI . GUBERNUR KE.PALA DAEIWI llNGICAT I 
PROPINSI DAEJWt TINGKAT l JAWA n:NCiAll JAWA TENGNI 

KEWA, 

lld lid 

Ir. SOEKORAI IARDJO I S M A I L 
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya 

tanggal 7 Maret 1989 Nomor: 006.141.33 - 190.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 14 tanggai, 1 April 1989.

Seri D No. : 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

YmL

ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956 
Pembantu Gubernur Jawa Tengah 

untuk Wilayah Semarang.
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri de~ Keputusamya 
tanggal 7 Maret 1989 Nomor: 006.141.33 - 190. 

Diundangkan dalam Lernbaran Daerah Propinsi Daerah lingkat I 
Jawa Tengah Nomor 14. tangal,l April 1989. 

Seri D No. : 8 

SEKRETARIS Wll..A Y AH / DAERAH TINGKA T I 
JAWATENGAH 

YmL 

ltd, 

Ors. WALOEYO TJOKRODARMANTO 
NIP. 010 014 9S6 

Pembantu Gubemur Jawa Tengah 
untuk Wilay.ih Semarang. 
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

JAWA TENGAH

NOMOR : 27 TAHUN 1988

TENTANG

TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN

L PENJELASAN UMUM.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan menduduki posisi dan fungsi strategis 
dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelu- 
rahan.

Oleh karena itu dalam rangka upaya memberikan identitas, menjaga 
martabat dan wibawa serta menegakkan disiplin kerja Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan perlu diterbitkan ketentuan tentang Tanda Jabatan Kepala Desa/ 
Kepala Kelurahan.

Berdasarkan Pasal 2 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa / Kepala 
Kelurahan, pengaturan termaksud perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ' Yang dimaksud dengan dalam hal tertentu, seperti ketika
memakai pakaian adat untuk upacara adat, pakaian Hansip, 
pakaian Batik/Lurik pada acara tertentu dan sebagainya.

Pasal 3 s/d 7 : Cukup jelas.
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PENJELASAN 
PERAnJRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAII 

NOMOR : 27 TAHUN 1988 

TENTANG 

TANDA JABATAN KEPALA OF.sA/KEPALA KELURAHAN 

J. PENJE~AN UMUM. 

Kepala Desa/Kepala Kelurahan menduduk.i posisi dan fungsi str.tlegis 
dalam bida~ pemerinLahan, pembangunan dan kemasyarakatm di Desa/Kelu-
r-.than. • 

Oleh karena itu daJarn r.tngka upaya memberikan identilas, meqjaga 
martabat dan wibaw.t sena menegakkan disiplin kerja Kepala Desa/Kepala 
Kclurahan perlu diterbitkan ketentuan tentang Tamla Jabatan Kepala Ot!sa/ 
Kepala Kelurahan. 

Berdasarkan P'<LSal 2 dan 11 Per.lluran Menteri D.!lam Ncgeri Nomor J 
Tahun 1983 tentang P'.dkaian Dinas dm Tandi Jabalan Kepala Desa / Kepala 
Kclurahan. pengaturclfl terrnaksud perlu dituangkan dalam Peraturan Daer.th 
Propinsi Daer.th lingkat I Jawa Tengan 

II. Pt:NJE~AN PASAL DEI\U PA.SAL 
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P.~I I 

Pasal2 

: OJkup jelas. 

: Yang dimaksud 1Jer@an dalam hal tenentu, sepeni ketika 
memakai pakaian adat untulc upacar.t adal. pakaian Hansip, 
pakaian Batik/Lurik pada acara tenenlu dan sebagajnya. 

P.-~ J s/d 7 : Cukup jelas. 
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Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat i Jawa Tengah 
Nomor 27 Tahun 1988 
Tanggal : 30 Agustus 1988.

BENTUK
TANDA JABATAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN

d. ukuran garis tengah lingkaran dalam ~ 2 Mi Cm. 
e» ukuran garis tengah lingkaran luar — 416 Om.

dewan perwakilan rakyat daerah gubernur kepala daerah TINGKAT 1
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ttd.

ISMAI L
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Lunpirm : Perc11uran Daenlh Propinsi 
Daemh Tmgkat I Jawa Tenph 
Nomor · 27 Tainan 1988 
Tangal 30 Agustus 1918. 

BEN11.JK 
TANDA JABATAN KEPALA OF.SA DAN KEPALA ULlJRAHAN 

ct, 

a. Dasar wama peml 
b. WIina kuning 
c. Wama paunau 

/6 
I 
I -·----------r-- -

" 
d. utunan pris lerpl lqkaran dalam - 2 'l.t On. 
e.. utwan pris tengah lirpanln luar - 4 lb Cm. 

I 

J 

DEWAN PERWAK.JLAN RAKYAT DAERAH OUBERN'Ull lCEPAL~ DA.ER.AH llNOKAT I 
PROPINSI DAERAH llNGKAT I JAWA TENOAH JAWA TENOAH 

ICETUA. 

ad. ttd. 

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL 
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